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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 
rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga Lembaga Pengabdian 
Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang telah 
menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” tanggal 28 April s.d. 1 Mei 
2026 bertempat di Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semoga melalui Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan ini, 

dapat memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kabupaten Pemalang. 

Tentunya, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota 

DPRD. 

Pada kesempatan yang baik ini, kami Lembaga Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang mengucapkan banyak 

terima kasih kepada: 

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian 

Dalam Negeri RI 

2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. 

3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang. 

4. Sekretaris dan Staf DPRD Kabupaten Pemalang. 

5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Bimbingan Teknis. 

6. Tim LPM UNTAG Semarang. 

7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas 

terselenggaranya Bimbingan Teknis kali ini. 

Akhirnya, kami Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat 

(LPM) UNTAG Semarang  mohon maaf atas segala kekurangan kami 

dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis kali ini. Kritik dan saran tentunya 

kami harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi. 

 

Semarang, 1 Mei 2026 

a.n. Ketua LPM UNTAG Semarang 

Sekretaris  
 

 

Drs. Rahmad Purwanto, M.Si 
NUPTK. 3446738639130042 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PENDAHULUAN 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi 

legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan 

dalam kerangka representasi rakyat. 
 

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama 

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk 

hokum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan 

kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam pelaksanakan tugas antara 

DPRD dengan Pemerintah Daerah. 
 

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas 

dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan 

perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap 

aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat. 
 

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik 

masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi 

masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus 

mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati 

rakyat. 
 

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai 

konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif 

dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi 

kepentingan politik. 
 

Sehubungan dengan uraian diatas, Lembaga Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang telah 

menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala 

Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” 
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B. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang 

Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota. 

 

C. TUJUAN 

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi anggota DPRD. 

2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD. 
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BAB II 

KEGIATAN 

 

A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN 

Hari, tanggal : Selasa s.d. Jumat, 28 April s.d. 1 Mei 2026 

Tempat : Hotel Novotel – Semarang 

 

B. MATERI BIMBINGAN TEKNIS 

1. Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

2. Emotional Spiritual Quotient (ESQ); 

3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Implikasi Yuridis 

LKPJ Kepala Daerah;  

4. Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan 

Anggota DPRD (SE Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ); 

 

C. JADWAL BIMBINGAN TEKNIS 

Terlampir 

 

D. NARASUMBER 

1. Anto Ikayadi 

2. Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC  

3. Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA 

 

E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN 

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber. 

2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk 

bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog. 

 

F. PEMBIAYAAN 

Pembiayaan Bimbingan Teknis berasal dari kontribusi masing 

masing peserta anggota DPRD Kabupaten Pemalang. 

 

G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT 

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis 

dengan baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang 

dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang 

dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat 

sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh: 

1. Rektor pada halaman depan; 
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang. 
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H. EVALUASI 

Evaluasi hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis dilakukan dengan 

cara menyebarkan kuesioner kepada peserta Bimbingan Teknis 

Evaluasi tersebut meliputi: 

A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala 

antara lain: 

1. Evaluasi Terhadap Isi Program Bimbingan Teknis DPRD. 

2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program. 

3. Evaluasi Terhadap Narasumber. 

4. Evaluasi Terhadap Kurikulum. 

5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan. 

B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses 

Pembelajaran 
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BAB III 

REALISASI KEGIATAN 

 

A. PESERTA 

Peserta Bimbingan Teknis diikuti oleh pimpinan dan anggota 

DPRD Kabupaten Pemalang sebanyak 49 orang. 

 

B. NARASUMBER 

Narasumber yang hadir dalam Bimbingan Teknis kali ini adalah: 

1. Anto Ikayadi 

2. Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC  

3. Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA 

 

C. FASILITAS BIMBINGAN TEKNIS 

Fasilitas Bimbingan Teknis yang kami selenggarakan antara lain: 

1. Penginapan; 
2. Konsumsi; 
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan; 
4. Workshop Kit (tas dan Materi); 
5. Sarana Olah Raga/fitnes centre; 
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, Sound System, Flip Chart, 

White Board, dan Alat Tulis. 
 

 

D. PEMBIAYAAN 

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing 

peserta Anggota DPRD Kabupaten Pemalang. 
 

 

E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT 

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis 

dengan baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang 

dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang 

dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat 

sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh: 

1. Rektor pada halaman depan; 
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang. 
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F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN 

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode 

pembeajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Ceramah 
2. Metode Tanya Jawab 
3. Metode Diskusi 
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BAB IV 

HASIL EVALUASI 

 

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Bimbingan Teknis dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner berupa link kuisioner kepada peserta, 

untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Bimbingan Teknis yang 

kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami 

sampaikan hasil sebaran kuesioner dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah, 

sebagai berikut: 

 

A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH 
 

Terlampir 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil kegiatan Bimbingan Teknis kali ini dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan 

dengan suasana diskusi berjalan menarik. 

2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, 

narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar 

peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan 

peserta sebagai anggota DPRD. 

3. Seluruh peserta menggap kegiatan Bimbingan Teknis ini 

bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai 

anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam 

pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama 

kegiatan, menurut sebagaian besar peserta sudah baik dan 

perlu dipertahankan. 

 

B. SARAN 

1. Kegiatan Bimbingan Teknis anggota DPRD yang 

dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar penyampaian 

materi tidak hanya di kelas saja melainkan dapat diberikan 

dalam bentuk soft game in-door/ outbound learning belajar 

bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan 

penuh kegembiraan, kebersam aan, keterbukaan kreasi dan 

inovasi untuk menumbuhkan sikap pentingnya kerjasama. 

2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 

Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu 

menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi 

sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan 

dan Anggota DPRD. 

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, 

semoga bermanfaat bagi kita sekalian. 

 

Hormat kami, 
a.n. Ketua LPM UNTAG Semarang 
Sekretaris  
 

 

Drs. Rahmad Purwanto, M.Si 
NUPTK. 3446738639130042 



LampiranLampiran
Jadwal Kegiatan
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E444JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS 

“Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala 

Daerah bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” 
 

Hotel Novotel - Semarang, 28 April s.d. 1 Mei 2026 

Hari, 
Tanggal 

Waktu Keterangan, Materi & Narasumber 

Hari 
Pertama, 
Selasa 28 
April 2026 

13.00 – 18.00 Registrasi Peserta 

18.00 – 19.30 Makan Malam 

19.30 – 20.00 Pembukaan 

   

Hari 
Kedua, 
Rabu 29 
April 2026 

06.00 – 08.00 Makan Pagi 

08.00 – 11.45 

 
COFFE BREAK 

I 

 

Sesi  I “Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” 
Oleh: Anto Ikayadi 
(Praktisi) 

11.45 – 13.30 Istirahat, Sholat & Makan Siang 

13.30 – 17.15 
 
COFFE BREAK 

II 

Sesi II “Emotional Spiritual Quotient (ESQ)” 
 

Oleh: Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC 
(Motivator) 

18.00 – 19.00 Makan Malam 

   

Hari 
Ketiga, 
Kamis 30 
April 2026 

06.00 – 08.00 Makan Pagi 

08.00 – 11.45 
 
COFFE BREAK 

I 

Sesi  III “Peningkatan Kualitas Tata Kelola 
Pemerintahan dan Implikasi Yuridis LKPJ Kepala 

Daerah” 
Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA 
(Kemendagri) 

11.45 – 13.30 Istirahat, Sholat & Makan Siang 

13.30 – 17.15 
COFFE BREAK 

II 

Sesi IV “Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan 
Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD (SE 

Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ)” 
Oleh: Vivin Gunawan, S.STP., M.A.,Ak.,CA 
(Kemendagri) 

18.00 – 21.00 Makan Malam 

   

Hari 
Keempat, 
Jum’at 1 
Mei 2026 

06.00 – 08.00 Makan Pagi 

09.00 – 09.45 PENUTUPAN 

13.30 Check Out Hotel 

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini 

dapat berubah secara fleksibel 
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BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KAB. REMBANG

Oleh	:	Anto	Ikayadi
(Praktisi)

Materi :

Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KABUPATEN PEMALANG
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1Novotel Semarang, 29 April 2026Oleh: Anto IkayadiOleh: Anto Ikayadi

PENGUATAN PERAN DPRD DALAM MENDORONG TATA 

KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG AKUNTABEL 

DAN PENCEGAHAN RISIKO PENYIMPANGAN APBD
“PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH”

PENGUATAN PERAN DPRD DALAM MENDORONG TATA 

KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG AKUNTABEL 

DAN PENCEGAHAN RISIKO PENYIMPANGAN APBD
“PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH”

Untuk apa sesi ini ?

Aura Kasih naik dokar ke Kota Lama

Perginya pakai baju berwarna terang

Terima kasih atas kesempatannya

Mari bersama sejahterakan Pemalang

DPRD mampu melaksanakan

tugas pengawasan sebagai

bentuk Check and Balances 
penggunaan APBD Kabupaten

Pemalang TA. 2026 dengan baik

sehingga terwujudnya tata 

Kelola pemerintahan yang 

bersih, akuntabel dan 

transparan
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D
D
D
D
D
D
D D D D D D

Huruf apa yang pertama 

kali Anda lihat secara 

spontan di balik warna 

biru?
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SAYA TIDAK LEBIH BAIK

Sungguh saya tidak

merasa lebih baik dari

siapa pun. 

Saya hanya merasa

perubahan itu harus kita

lakukan bersama-sama



0
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PERINGATAN KERAS 

KPK KEPADA PARA 

PENYELENGGARA 

NEGARA AGAR 

TIDAK KORUPSI

Rentetan OTT KPK Agustus 2025 – Maret 2026, 

Sepuluh Kepala Daerah Tersandung Korupsi
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Ironi Wali Kota Maidi: 

Bawa Madiun Raih Penghargaan 

SPI 2025 Terbaik, Kini Terjerat OTT 

KPK
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Madiun Berintegritas: Peringkat Tertinggi SPI 2025 oleh KPK

KPK: Tingginya Biaya Politik 

di Indonesia, Kepala Daerah 

Terpilih Punya Beban Besar 

untuk Mengembalikan Modal 

Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

menyatakan biaya politik tinggi menyebabkan 

praktik rasuah mudah terjadi dikalangan

kepala daerah. Praktik tersebut salah satunya 

seperti penyalahgunaan kewenangan untuk 

mengembalikan modal politik melalui 

kebijakan publik setelah kepala daerah terpilih.



0
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Praktik curang pesta 

demokrasi berupa politik 

uang diprediksi akan lebih 

brutal dimainkan dalam 

Pemilu 2024. Persaingan 

caleg bakal sengit karena 

jumlahnya yang banyak, 

sehingga politik uang bisa 

digunakan untuk mendulang 

suara sebanyak-banyaknya. 

Selain itu, para kontestan 

akan berlomba-lomba 

karena di kalangan caleg

mengakui jika memang 

politik uang itu memang 

salah, tapi kalau tidak diikuti 

akan kalah.
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KPK ANCANG-ANCANG OTT TIAP BULAN
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PERHATIKAN !!!PERHATIKAN !!!
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Secanggih apapun sistem jika ada 

“KKN” di dalamnya maka akan 

“Mandul” atau tidak berfungsi 

Secanggih apapun sistem jika ada 

“KKN” di dalamnya maka akan 

“Mandul” atau tidak berfungsi 
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MENGAPA…

• Penyimpangan APBD dilakukan oleh semua

pengelola dan pengawasnya sejak awal

perencanaan (”selama tidak ketahuan, itu

bukan kejahatan”)

• Beban BIAYA “ROYALITAS” dan “LOYALITAS” 

(“jalan pintas lebih dihormati daripada proses”)

• Pemenuhan gaya hidup (“saat ada kesempatan, 

kita langsung rebutan”) 

• Serakah (“semua hasil korupsi adalah miliknya”)

Demokrasi Mahal, Godaan Korupsi MenguatDemokrasi Mahal, Godaan Korupsi Menguat
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Korupsi Lokal yang Terus BerulangKorupsi Lokal yang Terus Berulang



0
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KPK kini memperketat pengawasan di wilayah Jawa Tengah 

dengan membidik tiga sektor krusial yang dinilai paling 

rawan praktik rasuah. Deputi Bidang Koordinasi dan 

Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, merinci bahwa ketiga 

sektor yang menjadi fokus utama adalah perencanaan 

anggaran, pengadaan barang dan jasa, 

serta praktik jual beli jabatan. Berbeda dengan 

pendekatan sebelumnya, kali ini KPK menerapkan strategi 

pencegahan yang lebih tajam dengan melakukan 

pendalaman substansi, bukan sekadar pemantauan 

administratif atau formalitas prosedural semata. Langkah 

tegas ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan dan 

program pemerintah daerah tidak hanya patuh secara 

aturan, tetapi juga benar-benar bersih dari konflik 

kepentingan. KPK memberikan peringatan keras 

kepada seluruh kepala daerah di Jawa Tengah 

agar penggunaan anggaran negara sepenuhnya 

berorientasi pada kepentingan publik, bukan 

untuk kepentingan politik praktis atau 

keuntungan pribadi yang merugikan rakyat.

KPK Bidik Tiga Sektor Rawan Korupsi di Jawa 

Tengah, Buntut Rentetan OTT Kepala Daerah

35 Kepala Daerah 
se-Jateng Teken 
Pakta Integritas, 

Gubernur: Jangan 
Ada Lagi OTT KPK

Berdasarkan evaluasi

program MCP KPK, upaya

pencegahan korupsi

sangat bergantung pada 

pengawasan di Pemda, 

khususnya Legislatif. 

Bukan hanya pemeriksaan

kepatuhan (audit), tetapi

juga termasuk identifikasi

kelemahan (mitigasi risiko) 

dan upaya perbaikan tata 

kelola (governance) agar 

berjalan efektif.

DPRD MITRA STRATEGIS PEMDADPRD MITRA STRATEGIS PEMDA
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Musibah atau Celaka ? Musibah atau Celaka ? 
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APA RENCANA, APA HASIL ?
• LKPJ merupakan salah satu dokumen penting untuk

pengawasan kinerja pemerintah daerah oleh DPRD

• LKPJ bertujuan untuk memberikan gambaran akuntabilitas

kinerja kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan

• LKPJ memiliki dasar hukum UU No.23 Tahun 2014 dan 

Permendagri No.18 Tahun 2020

• DPRD wajib memahami dan membedah LKPJ untuk

memastikan program pemerintah daerah berjalan sesuai

rencana dan anggaran

• LKPJ mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas

pemerintah daerah, serta menjadi alat bagi masyarakat untuk

memantau kinerja kepala daerah

Satu, jangan sampai copy paste. Kedua, semua tanggung jawab 

ada di kepala OPD. Ketiga, kalau ada kegiatan yang tidak tercapai, 

harus ada alasannya. Itu bentuk akuntabilitas

Satu, jangan sampai copy paste. Kedua, semua tanggung jawab 

ada di kepala OPD. Ketiga, kalau ada kegiatan yang tidak tercapai, 

harus ada alasannya. Itu bentuk akuntabilitas
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"using a cannon to kill

a mosquito”
• Pemborosan sumber 

daya: Menggunakan 

sesuatu yang kuat, 

mahal, atau rumit untuk 

tugas yang mudah dan 

tidak memerlukan 

sumber daya sebanyak 

itu.

• Ketidakproporsionalan

:Tanggapan atau solusi 

jauh lebih besar 

daripada masalah 

sebenarnya.

• Inefisiensi: Seringkali, 

metode yang berlebihan 

sebenarnya kurang 

efektif dibandingkan 

metode yang lebih 

terfokus dan tepat 

sasaran.

Isu "copy paste" pada LKPJ sering muncul karena kemiripan data antar tahun 

atau antar daerah, yang sering kali dikritik oleh DPRD karena mengurangi 

substansi evaluasi kinerja. LKPJ seharusnya memuat capaian kinerja riil 

program/kegiatan tahun anggaran berjalan sesuai aturan Permendagri, bukan 

sekadar salinan tahun lalu.

Berikut adalah poin-poin penting terkait fenomena "copy paste" dalam 

penyusunan LKPJ:

• Penyebab: Kesalahan teknis dalam penyusunan oleh staf, penggunaan 

draf tahun lalu, atau penyesuaian yang tidak menyeluruh terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

• Dampak: Kredibilitas laporan dipertanyakan oleh Pansus DPRD, dan 

banyak kegiatan tidak dibahas secara mendalam. 

• Kritik: Sering terjadi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, di mana 

data dari satu daerah diduga disalin ke dokumen daerah lain. 

• Solusi: Pemerintah daerah sering diminta memperbaiki dan 

menyampaikan kembali dokumen LKPj yang benar-benar memuat data 

terkini.

COPY PASTE LKPJ
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PENINGKATAN PENGAWASAN DPRD

• Peraturan: UU No.9 Tahun 2015, 

menekankan pentingnya evaluasi

dampak program bagi rakyat, bukan

sekedar pelaporan

• Indikator: Pengawasan harus

didasarkan pada indikator konkrit, 

data dan hasil yang terukur, bukan

hanya opini

• Kritis: Anggota DPRD harus aktif

dan kritis dalam menjalankan fungsi

pengawasan untuk menjaga

akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah , bukan sekedar formalitas

DPRD PENJAGA AKUNTABILITAS LOKAL DPRD PENJAGA AKUNTABILITAS LOKAL 

LKPJ: CEK 3 HAL YANG JADI FOKUS DPRD

• Dampak nyata

program ke

masyarakat

• Efektivitas dan 

efisiensi

anggaran

• Evaluasi pakai

data, bukan

sekedar

dokumen

DPRD BUKAN PAJANGAN DEMOKRASIDPRD BUKAN PAJANGAN DEMOKRASI
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LANGKAH PENGUKURAN KINERJA

1. Penetapan Indikator Kinerja, identifikasi/uraian

ukuran kinerja pada setiap indikator kinerja

2. Penetapan Target Kinerja, identifikasi target 

kinerja pada setiap indikator kinerja

3. Penetapan Capaian/Realisasi Kinerja, 

identifikasi realiasi pencapaian kinerja

4. Evaluasi Kinerja, membandingkan antara target 

dengan pencapaian/realisasi kinerja pada setiap

indikator kinerja, dan hitung % capaian indikator

kinerja

Jangan sampai DPRD menjadi WASIT yang hanya 

lari kesana kesini mencari kesalahan eksekutif

Jangan sampai DPRD menjadi WASIT yang hanya 

lari kesana kesini mencari kesalahan eksekutif

EVALUASI KINERJA KEPALA DAERAH

1. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah, ditujukan kepada

pencapaian kinerja perolehan pendapatan, 

pencapaian kinerja, pengalokasian belanja dan kinerja

pembiayaan, dengan menggunakan laporan

pengawasan internal DPRD dan hasil audit BPK.

2. Evaluasi Aspek Politik, ditujukan kepada peningkatan

pengelolaan pemerintahan yang baik, seperti

indikator-indikator partisipasi, transparansi, 

akuntabilitas, penegakan hukum, dll.

3. Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik, menilai efektivitas

penyelenggaraan program kegiatan dalam mencapai

sasaran dan tujuan yang telah direncanakan

WASPADA APBD TITIPAN/PESANANWASPADA APBD TITIPAN/PESANAN
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DPRD Kabupaten Pemalang Gelar Rapat Paripurna 

Penyampaian LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025

Bagaimana hasil evaluasinya ? 

Apakah ada unsur politis di dalamnya yang disertai tipikor ?

Bagaimana hasil evaluasinya ? 

Apakah ada unsur politis di dalamnya yang disertai tipikor ?
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LKPJ PEMKAB PEMALANG 2025

• Pembangunan Kab. Pemalang Tahun 2025 berpedoman pada visi terwujudnya 

Kab. Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni.

• Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang TA 2025 tercatat sebesar 

Rp 2,812 T atau mencapai 100,25% dari target. Pendapatan tersebut terdiri dari 

PAD sebesar Rp 523,47 M dan pendapatan transfer sebesar Rp 2,288 T.

• Realisasi Belanja Daerah mencapai Rp 2,789T atau 94,91%, terdiri dari Belanja 

Operasi sebesar Rp 2,113T dan Belanja Modal sebesar  Rp 233,926 M, dan 

Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 4,169 M dan Belanja Transfer sebesar Rp 

437,922 M. Belanja tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat pada penyelenggaraan 6 urusan wajib 

pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 6 urusan pilihan dan 8 

fungsi penunjang.

• Pemkab Pemalang menyalurkan berbagai bantuan keuangan kepada 

pemerintah desa, diantaranya Dana Desa sebesar Rp 256,714 M dan Alokasi 

Dana Desa sebesar Rp 118,360 M.

• Bantuan Keuangan Khusus Desa yang bersumber dari APBD Provinsi sebesar 

Rp 101,495 M yang terealisasi sebesar Rp 97,645 M atau dengan serapan 

sebesar 96,21% dan yang bersumber dari APBD Kabupaten yaitu Rp 49,649 M 

dengan realisasi 100%.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Rekomendasi ditujukan kepada upaya perbaikan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tataran

kebijakan maupun teknis operasional

2. Meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, 

manajemen keuangan daerah, aspek tata Kelola 

pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas dan 

kuantitas pelayanan publik

3. Rekomendasi diakomodir dalam penyusunan rencana

kerja pemerintah daerah tahun berikutnya
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Bupati Pemalang Instruksikan 

OPD Wajib Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD 

atas LKPJ 2025 Secara Serius

Survei nasional menunjukkan jika 99 % rekomendasi 

DPRD tidak pernah ditindaklanjuti oleh eksekutif

Survei nasional menunjukkan jika 99 % rekomendasi 

DPRD tidak pernah ditindaklanjuti oleh eksekutif
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Presiden Prabowo cerminkan harmoni kepemimpinan
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Menang pemilu, kursi kekuasaan diduduki. Namun tak 

pernah cukup. Korupsi jadi pilihan, rakyat ditinggali janji

OTT Beruntun, Kepala Daerah Dicecar Tanpa Ampun
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LEGISLATIFLEGISLATIF

TEKNISTEKNIS

EKSEKUTIFEKSEKUTIF

FAKTA atau HOAX ? FAKTA atau HOAX ? 
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Pencegahan korupsi harus dimulai 
dari kesadaran diri dan komitmen 
moral untuk membangun tata kelola 
pemerintahan yang bersih, 
transparan, dan berintegritas. Ia 
menekankan pentingnya 
pengawasan internal, transparansi 
anggaran, serta pemanfaatan 
teknologi digital seperti e-
procurement, e-planning, dan e-
audit.

KPK: 51% Kasus 

Korupsi Berasal 

dari Daerah, 

Pimpinan Daerah 

Harus Tegakkan 

Integritas

Modus utama meliputi suap 

pengadaan barang/jasa 

(PBJ), penyalahgunaan dana 

hibah, serta manipulasi 

pokok-pokok pikiran (pokir) 

DPRD. Temuan lain 

menyoroti tingginya 

pengadaan langsung yang 

tidak transparan dan proyek 

strategis terbengkalai, 

dengan 10 kepala daerah 

terjaring OTT sepanjang 

2025-2026..
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Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya 

menjaga persatuan, integritas, dan mengutamakan 

kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau partai
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RISIKO PENYIMPANGAN APBD
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TEMUAN KPK 

DI PEMKAB PEMALANG

1. Adanya kerawanan dalam dana hibah hingga dugaan 

penyalahgunaan kewenangan;

2. Pengajuan pokir belum sesuai regulasi dan tidak tepat sasaran. 

Bahkan, terindikasi adanya risiko penjatahan pokir;

3. Aset mangkrak yang tidak dimanfaatkan optimal.

4. Hasil pemeriksaan BPK tahun anggaran 2024 menunjukkan adanya 

kesalahan penganggaran, belanja hibah yang tidak sesuai ketentuan, 

kelebihan pembayaran iuran kesehatan, hingga kekurangan volume 

pekerjaan konstruksi.

Capaian MCP Kab. Pemalang tahun 2025 

adalah 68,71 (Rentan) atau masuk ke dalam 

zona merah. Artinya birokrasi yang tidak 

sehat yang mencerminkan kegagalan sistem 

pengawasan, lemahnya kepemimpinan, serta 

minimnya komitmen nyata dalam 

pemberantasan korupsi. SPI KPK mengukur 

transparansi, prosedur pelayanan publik, 

konflik kepentingan, praktik suap, 

penyalahgunaan wewenang, pengelolaan 

SDM hingga budaya antikorupsi.

FOKUS AREA KOORDINASI 

PEMBERANTASAN KORUPSI DAERAH8

0

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

Perencanaan 

dan 

Penganggaran

Pengadaan 

Barang dan Jasa

Perizinan

Pengawasan 

APIP

Manajemen 

ASN

Optimalisasi 

Pajak Daerah

Pengelolaan 

BMD

Tata Kelola Desa

Pemberantasan Korupsi Daerah dimulai dengan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
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IDENTIFIKASI TITIK RAWAN KORUPSI DAERAH

Perencanaan 
dan 

Penganggaran

Pengadaan 
Barang dan 

Jasa
Perizinan

Pengawasan 
APIP

Manajemen

ASN

Optimalisasi 
Pajak 

Daerah

Pengelolaan 
BMD

Tata Kelola 
Desa

1 2 3 4 5 6 7 8

▪ Kegiatan,

Perjalanan dinas,

dan pertanggung

jawaban fiktif

▪ Markup anggaran

▪ Hibah, bansos,

bankeu fiktif

▪ Mark up hibah,

bansos, dan

bankeu

▪ Hibah dan Bansos

salah sasaran

▪ Penyalahgunaan

pokok pikiran

▪ Spesifikasi

ditentukan

vendor

▪ Pemenang

sudah

ditentukan

sebelum

lelang

▪ Fee proyek

untuk

mendapatkan

paket PBJ

▪ Perizinan

berbelit-belit

dan proses

yang rumit

▪ Penyuapan

untuk

melancarkan

perizinan

▪ Penyalah

gunaan

kewenangan

untuk

menerbitkan

perizinan

▪ Jumlah APIP

masih jauh

dari

kebutuhan

APIP

▪ Kompetensi

APIP masih

rendah

▪ Anggaran

dan Sarana

prasarana

yang

mendukung

kinerja APIP

kurang

▪ Pelaksanaan

manajemen ASN

belum

dilaksanakan

berdasarkan

kualifikasi,

kompetensi, dan

kinerja, yang

diberlakukan

secara adil dan

wajar dengan

tanpa

diskriminasi

▪ Benturan

kepentingan

dalam

manajemen ASN

▪ Pajak belum

dikelola

berdasarkan

potensi real

daerah

▪ Penggelapan

pajak daerah

▪ Database pajak

tidak handal

▪ Kepatuhan

pajak daerah

masih rendah

▪ Pemeriksaan

pajak tidak

berjalan optimal

▪ Database BMD
tidak handal

▪ Pencatatan

BMD tidak tertib
▪ Sertifikasi BMD

rendah
▪ BMD dikuasai

pihak yang
tidak berhak

▪ Pemanfaatan
BMD tidak
optimal
memberikan
manfaat ke kas

daerah

▪ Pengelolaan

keuangan

desa tidak

transparan

dan

akuntabel

▪ Rendahnya

kompetensi

SDM

pemerintah

desa

▪ Penyalah

gunaan

keuangan

desa

65

Pelanggaran Jadi Tontonan dan AncamanPelanggaran Jadi Tontonan dan Ancaman
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Modus Lama, Bungkus BaruModus Lama, Bungkus Baru

KPK Kunci Celah Korupsi Pokir

DPRD, Peringatan Keras ke 

Seluruh Anggota Dewan

KPK menegaskan bahwa Pokir sejatinya 

merupakan instrumen demokrasi yang lahir 

dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat 

melalui kegiatan reses anggota dewan. Namun 

dalam praktiknya, Pokir kerap bergeser 

menjadi alat transaksi politik, sarana 

pengondisian proyek, hingga pintu masuk 

praktik korupsi berjamaah. Pokir itu legal, 

tetapi dalam praktik banyak diselewengkan. 

KPK banyak menerima laporan terkait 

permintaan fee, pengaturan pemenang proyek, 

penunjukan rekanan, sampai intervensi 

langsung ke OPD.
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STOP + JUMLAH KORUPTORSTOP + JUMLAH KORUPTOR
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MENJAGA INTEGRITAS

INDUSTRI MASALAHINDUSTRI MASALAH
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MONITORING DAN EVALUASI

CW 1

CW 2

CW 3

REALISASI ANGGARAN

Januari - AprilJanuari - April

September - DesemberSeptember - Desember

Mei - AgustusMei - Agustus

20 %

60 %

100 %

Hearing dengan Pimpinan OPD dan Kunjungan Lapangan

( Audit, Pengujian, Pengusutan dan Penilaian )

Hearing dengan Pimpinan OPD dan Kunjungan Lapangan

( Audit, Pengujian, Pengusutan dan Penilaian )

Kesesuaian, Transparansi dan DampakKesesuaian, Transparansi dan Dampak

NILAI KEWAJARANNILAI KEWAJARAN

BIASAKAN YANG BENAR, 

BUKAN MEMBENARKAN 

YANG BIASA...
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MUSIBAH VS CELAKA

DPRD memastikan RPJMD dan APBD 

berorientasi pada kebutuhan 

masyarakat, melakukan pengawasan 

ketat, serta mengevaluasi capaian 

kinerja pembangunan secara transparan 

dan akuntabel untuk pembangunan yang 

efektif dan partisipatif.
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TETAP MENYATU DI TENGAH TEKANAN
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WAKTU BELUM KENA OTT KPK

“KITA ADALAH SAUDARA”

WAKTU BELUM KENA OTT KPK

“KITA ADALAH SAUDARA”

PAS KENA OTT KPK

“MAAF, SAUDARA SIAPA ?”

PAS KENA OTT KPK

“MAAF, SAUDARA SIAPA ?”

Kesimpulan
• Kepala daerah yang terjaring OTT KPK hasil

Pilkada 2024, seharusnya menjadi alarm keras bagi

seluruh pemangku kepentingan. Ini bukan sekadar

catatan hukum, melainkan cermin rapuhnya

integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

• Jika praktik korupsi terus berulang, maka yang 

dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi juga 

masa depan pelayanan publik, keadilan sosial, dan 

kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. 

• Sudah saatnya reformasi integritas dilakukan secara

serius, menyeluruh, dan berkelanjutan—sebelum

daftar OTT kembali bertambah.

• DPRD bukan tukang stempel anggaran, tetapi

penyeimbang kekuasaan daerah yang memiliki

peran krusial dalam mengawasi pelaksanaan

anggaran daerah.

• DPRD wajib aktif dan kritis dalam menjalankan

fungsi pengawasan untuk menjaga akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah

• LKPJ wajib dipahami dan dicermati oleh DPRD agar 

terwujudnya Good Governance dan Clean 

Goverment
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Aura Kasih Pakai Baju Merah

Berdiri Santai Di Pinggir Dermaga

Meskipun Hidup Kadang Terasa Parah

Jangan Lupa Bahagia dan Tertawa

Terima

Kasih

085  779  222  779
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ESQ : Hidup Sehat Jasmani dan Rohani

BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KABUPATEN PEMALANG
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Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan 
dan Implikasi Yuridis LKPJ Kepala Daerah

BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KABUPATEN PEMALANG
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PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN 

IMPLIKASI YURIDIS LKPJ KEPALADAERAH

PEMBENTUKAN 
PERDA

MEMBAHAS PERDA 
BERSAMA KDH

MENGAJUKAN USUL 
RAPERDA

MENYUSUN PROGRAM 
PEMBENTUKAN PERDA 

BERSAMA KDH

ANGGARAN

PEMBAHASAN UNTUK 
PERSETUJUAN BERSAMA 

TERHADAP RAPERDA 
TENTANG APBD YANG 
DIAJUKAN OLEH KDH 

MEMBAHAS KUA DAN 
PPAS YANG DISUSUN KDH;

MEMBAHAS RANCANGAN 
PERDA TENTANG APBD; 

PERUBAHAN APBD & 
PERTANGGUNGJAWABAN 

APBD BERSAMA KDH

PENGAWASAN

PELAKSANAAN PERDA  
DAN PERATURAN KDH; 

PELAKSANAAN 
PERATURAN LAIN YANG 

TERKAIT 
PENYELENGGARAAN 

PEMDA;

PELAKSANAAN TINDAK 
LANJUT HASIL 

PEMERIKSAAN LAPORAN 
KEUANGAN OLEH BPK

F U N G S I  D P R D  D L M  K E R A N G K A  R E P R E S E N T A S I  R A K Y A T
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1. UU 23 TAHUN 2014

2. PP 13 TAHUN 2019

3. PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020

LANDASAN HUKUM

o Informasi pemerintah daerah terdiri atas informasi

pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah

o Informasi pemerintah daerah dikelola dalam suatu

Sistem Infomasi Pemerintah Daerah (SIPD)

(Pasal 391 ayat (1)dan (2) UU No. 23 Tahun 2014)

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UU No. 23 Tahun 2014

Permendagri No. 86 Tahun

2017 :

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Ranperda Tentang RJPD Dan RPJMD, 

Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, 

Dan RKPD

PP No. 12 Tahun 2017:

Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelanggaraan Urusan 

Pemerintahan Konkuren

PP No. 13 Tahun 2019:
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Permendagri 18 Tahun 2020

Peraturan Pelaksanaan PP 13 Tahun

2019 

Perpres 39 Tahun 2019:

Satu Data Satu Sistem

PP No. 12 Tahun 2019:

Pengelolaan Keuangan Daerah

PP No. 18 Tahun 2016:

Perangkat Daerah

Permendagri 99 Tahun 2018:

Pemb & Pengend. Penataan Prkt Daerah

Pemerintahan Daerah

Permendagri

No. 90 Tahun 2019:

Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur

Perencanaan

Pembangunan & 

Keuangan Daerah

Permendagri

No. 70 Tahun 2019:

SIPD

Permendagri N0.77 

Tahun 2020 :

Pedoman Teknis

Pengelolaan keuda

Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat

penganggaran, pelaksanaan anggaran, laporan

keuangan
(Pasal 214 ayat (2) PP No. 12 Tahun 2019)

• Permendagri 17 Tahun 2021

• Permendsagri 27 Tahun 2021
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SIKLUS PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PELAKSANAAN

PERENCANAAN PELAPORAN

PENGAWASAN & 

PEMERIKSAAN

TAHAPAN PELAKSANAAN

• DPA-SKPD

• Anggaran Kas & SPD

• Transaksi Penerimaan

• Transaksi Pengeluaran (SPP-

SPM-SP2D-SPJ)

• Transaksi Akuntansi berbasis

Akrual

TAHAPAN PERTANGGUNGJAWABAN 

& PELAPORAN

• Laporan Keuangan SKPD & Pemda

• Laporan Kinerja

• RPJMD – Renstra

• RKPD – Renja

• KUA – PPAS

• RKA-SKPD

• Rancangan Perda APBD

• Rancangan Perkada

Penjabaran APBD

TAHAPAN PENGAWASAN 

& PEMERIKSAAN

• Evaluasi

• Reviu

• Audit

• Statistik

TAHAPAN PERENCANAAN

• URUSAN

• BIDANG URUSAN

• PROGRAM

• KEGIATAN

• SUB KEGIATAN

• ORGANISASI

• SUMBER DANA

• LOKASI

• AKUN

• KELOMPOK

• JENIS 

• OBJEK

• RINCIAN OBJEK

• SUB RINCIAN 

OBJEK

KEBUTUHAN 

INFORMASI

“kebutuhan informasi harus tersaji secara utuh dan konsisten di setiap tahapan”

UU 23 TAHUN 2014
Pasal 1 angka 2:

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya

disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh

Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) TA.”
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• Mengetahui Progres (perkembangan) Kepala
Daerah (keberhasilan atau kegagalan) dalam
menjalankan tugasnya selama 1 (satu) tahun
anggaran;

• Peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas
dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah
Daerah melalui pengawasan DPRD

Tujuan Penyusunan LKPJ 

RUANG LINGKUP PENGAWASAN DPRD

PERDA & PERATURAN 
LAIN

PERATURAN KEPALA 
DAERAH

APBDLKPJ

PELAKSANAAN 
TINDAKLANJUT HASIL 
LAPORAN KEUANGAN 

BPK

PENGAWASAN

PERSETUJUAN; AMANDEMEN; PENDAPAT; PERTIMBANGAN; 

MONITORING; EVALUASI.

INSTRUMEN DAN MEKANISME PENGAWASAN
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9

KEPALA DAERAH

memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan yang 
ditetapkan bersama DPRD

DPRD

melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan Perda dan

APBD, meminta laporan 
keterangan pertanggungjawaban 

KDH dalam penyelenggaraan 
Pemda

TUGAS DAN WEWENANG DLM RANGKA PENGAWASAN

Pasal  65 UU 23/2014

Pasal  101 UU 23/2014

KEWAJIBAN KEPALA DAERAHUU 23 TAHUN 2014

Pasal 67 :

Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945 serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan NKRI

b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.

d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.

f. Melaksanakan program strategis nasional.

g. Menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua perangkat Daerah.

Pasal 69:

1. Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, ringkasan laporan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja

instansi Pemerintah Daerah.
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PENYELENGGARA 

PEMERINTAHAN DAERAH

KEPALA DAERAH DPRD

Pasal 69:

menyampaikan laporan

penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, laporan keterangan

pertanggungjawaban, dan

ringkasan laporan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Pasal 101 (h):

meminta laporan keterangan

pertanggungjawaban gubernur dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

provinsi;

Pasal 154 (h):

meminta laporan keterangan

pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kabupaten/kota;

Dibantu Perangkat

Daerah 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Efisien, Efektif, Transparan, Akuntabel, Tertib, Adil dan Tata Aturan

UU 23/2014 tentang

PEMERINTAHAN DAERAH

Muatan LKPJ
Pasal 71 :

1. hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling

lambat 3 bulan setelah tahun anggran berakhir.

3. LKPJ dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah.

UU 23 TAHUN 2014

Pasal 73 :

3. hak interpelasi

4. Jika Interpelasi tidak diterima, DPRD Provinsi melaporkan Gubernur kepada Menteri

dan DPRD Kabupaten/Kota melaporkan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai

wakil Pemerintah Pusat.

5. sanksi teguran tertulis kepada Gubernur dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat,

memberikan sanksi teguran tertulis kepada Bupati/Wali kota.

6. Kepala Daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas kewenangannya

dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk
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Pasal 74 :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan 

ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta tata 

cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) dan pasal 70 ayat (5) diatur dengan 

peraturan pemerintah.”

BAGAIMANA FORMAT PELAPORAN LKPJ?

PP 13 TAHUN 2019

PP 13 TAHUN 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 ayat (2)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang

disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran

LPPD

RLPPD, dipublikasi 3 (tiga) media cetak harian

dan/atau media online, papan pengumuman

yang mudah diakses publik dan website resmi

pemerintah daerah

PERTANGGUNGJAWABAN 

KEPALA DAERAH

MASYARAKAT

DPRD

Bahan Evaluasi dan Pembinaan

LKPJ Rekomendasi Perbaikan

PEMERINTAH PUSAT
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URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT 

(Kewenangan Pusat)

KONKUREN

Kewenangan Daerah (Wajib dan Pilihan)

Berfungsi sebagai pelaksana

PERDA dan Kebijakan Daerah PILIHAN

1. Pelayanan Dasar

Contoh: Pendidikan, Kesehatan, 

pekerjaan umum dan Penataan

Ruang,Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Trantibum

dan Linmas, Sosial

2. Non Pelayanan Dasar

Contoh: Tenaga kerja, PP & PA, 

Pangan, Pertanahan, LH, Adm

Dukcapil, Pemberdayaan Masy & 

Desa, Pengendalian Penduduk

dan KB, Perhubungan, Kominfo, 

Koperasi UKM, Penanaman

Modal, Kepemudaan dan OL, 

Statistik, Persandian, Kebudayaan, 

Perpustakaan dan Kearsipan)

1. Politik Luar Negeri

2. Pertahanan

3. Keamanan

4. Yustisi

5. Moneter dan Fiskal Nasional

6. Agama

Pembagian Urusan Pemer intahan

PEMERINTAHAN UMUM

1. BINWAS KEBANGSAAN & KETAHANAN NAS

dlm Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD

1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika,

Pemertahanan & Pemeliharaan Keutuhan NKRI

2. Binawas PERSATUAN & KESATUAN BANGSA.

3. Bina Kerukunan Antar Suku & Intra Suku, Umat

Beragama, Ras, & Gol. Lainnya guna mewujudkan

STABILITAS KEAMANAN LOKAL, REGIONAL &

NASIONAL.

4. Penanganan konflik sosial sesuai Per – UU.

5. KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS ANTAR

INSTASI PEMERINTAHAN di wilayah Prov, Kab &

Kota utk menyelesaikan permasalahan dgn

memperhatikan prinsip demokrasi, HAM,

pemerataan, keadilan, keistimewaan &

kekhususan, potensi , keanekaragaman daerah

sesuai Per – UU.

6. Pengembangan kehidupan demokrasi

berdasarkan Pancasila.

7. Pelaksanaan urs. PEM. yg BUKAN MERUPAKAN

KEWENANGAN DAERAH & tidak dilaksanakan

oleh INSTANSI VERTIKAL.

1. Kelautan dan Perikanan

2. Pariwisata

3. Pertanian

4. Kehutanan

5. ESDM

6. Perdagangan

7. Perindustrian dan

8. Transmigrasi

WAJIB

POKOK-POKOK PERUBAHAN

16

PP 3/2007 PP 13/2019 KETERANGAN

• LKPJ terdiri atas LKPJ

Akhir Tahun Anggaran

dan LKPJ Akhir Masa

Jabatan.

• Ruang lingkup LKPJ

mencakup

penyelenggaraan urusan

desentralisasi, tugas

pembantuan & tugas

umum pemerintahan.

• LKPJ terdiri atas LKPJ

Akhir Tahun Anggaran.

• Ruang lingkup LKPJ

meliputi hasil

penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang

menjadi kewenangan

daerah yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah

& hasil pelaksanaan tugas

pembantuan dan

penugasan.

• UU Nomor 23 Tahun

2014, sudah tidak

mengamanahkan lagi

untuk LKPJ Akhir Masa

Jabatan.
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POKOK-POKOK PERUBAHAN

17

PP 3/2007 PP 13/2019 KETERANGAN

• Dalam hal kepala daerah

berhalangan tetap atau

berhalangan sementara, LKPJ

disampaikan oleh wakil

kepala daerah selaku

pelaksana tugas kepala

daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

dalam rapat paripurna.

• Dalam hal kepala daerah dan

wakil kepala daerah secara

bersamaan berhalangan

tetap atau berhalangan

sementara, LKPJ disampaikan

oleh pejabat pengganti

kepala daerah kepada Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah

dalam rapat paripurna.

• PP 3/2007 tidak ada

norma yang mengatur jika

KDH berhalangan pada

saat penyampaian LKPJ,

sehingga pernah terjadi

pada saat LKPJ

disampaikan oleh Wakil

KDH, DPRD menolak LKPJ

tersebut dan tidak mau

memberikan rekomendasi

karena dianggap tidak

sah.

POKOK-POKOK PERUBAHAN

18

PP 3/2007 PP 13/2019 KETERANGAN

• Apabila LKPJ tidak
ditanggapi dalam jangka
waktu 30 hari setelah LKPJ
diterima, maka dianggap
tidak ada rekomendasi
untuk penyempurnaan.

• Paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah LKPJ
diterima, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
harus melakukan
pembahasan LKPJ dengan
memperhatikan capaian
kinerja program dan
kegiatan & pelaksanaan
Peraturan Daerah
dan/atau Peraturan Kepala
Daerah dalam
menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah.

• PP 3/2007 tidak
mewajibkan DPRD dalam
30 memberikan
rekomendasi, sifatnya
hanya sebagai himbauan,
sebab jika 30 DPRD tidak
memberikan rekomendasi
dianggap tidak ada
rekomendasi untuk
penyempurnaan.

• PP 13/2019 mewajibkan
DPRD dalam waktu paling
lambat 30 hari “harus”
memberikan rekomendasi
terhadap LKPJ.
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POKOK-POKOK PERUBAHAN

19

PP 3/2007 PP 13/2019 KETERANGAN

• Berdasarkan hasil

pembahasan LKPJ DPRD

memberikan rekomendasi

sebagai bahan dalam: a.

penyusunan perencanaan

pada tahun berjalan dan

tahun berikutnya, b.

penyusunan anggaran pada

tahun berjalan dan tahun

berikutnya serta c.

penyusunan Peraturan

Daerah, Peraturan Kepala

Daerah, dan/atau kebijakan

strategis kepala Daerah.

• Ketentuan lebih lanjut

mengenai penyusunan dan

penyampaian LKPJ diatur

dalam Peraturan Menteri.

• PP 3/2007 tidak secara

spesifik menjelaskan hal-hal

apa saja yang menjadi ide

utama bagi DPRD dalam

memberikan rekomendasi

terhadap LKPJ.

• Mekanisme/tata cara

pembuatan LKPJ berdasarkan

PP 13/2019 akan diatur lebih

lanjut dalam Permendagri.

Pasal 71:

Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk  
memberikan laporan keterangan laporan 
keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 
kepada DPRD, serta menginformasikan 

laporan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah (ILPPD) kepada masyarakat. 

Selanjutnya diatur dalam 
Pasal 15 s.d. 20

PP 13/2019

Dasar LKPJ dalam UU 23/2014 dan 

PP 13/2019
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PP 13 TAHUN 2019

Pasal 16:

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:

a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan

pemerintahan;

b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan

c. tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 18 :

1. Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri.

2. LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan

dan anggaran tahunan.

Pasal 19 :

1. Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang 

dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Kepala

Daerah selaku Pelaksana Tugas Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

3. Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan 

sementara, LKPJ disampaikan oleh Pejabat Pengganti Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dalam rapat paripurna.

Pasal 15 :

Ruang lingkup LKPJ meliputi:

a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah; dan

b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Pasal 21 :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian

LKPJ diatur dalam Peraturan Menteri.”

Pasal 20 :

a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;

b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan

c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau

kebijakan strategis kepala daerah.

PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020
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Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 

Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah

Permendagri 18 Tahun 2020

• Penyusunan LKPJ dilakukan oleh kelompok kerja khusus

• Data yang digunakan dalam LKPJ merupakan data yang digunakan untuk menyusun
LPPD

• Apabila data yang dibutuhkan untuk penyusunan LKPJ tidak tersedia dalam penyusunan
LPPD, maka perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib
menyiapkan data sesuai dengan kebutuhan penyusunan LKPJ atau meminta ke badan
pusat statistik

• Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan oleh DPRD kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

• Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan oleh DPRD kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat

• Hasil rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh kepala daerah
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lanjutan...

• Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan
RLPPD

b.penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD
c. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada

Pemerintah, DPRD dan masyarakat
• Tim Penyusun terdiri dari kelompok kerja khusus untuk penyusunan LPPD, LKPJ

dan RLPPD
• Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja

penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi
ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan sekretaris daerah provinsi
sebagai ketua tim penyusun

lanjutan...

• Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok
kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah
daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dengan
sekretaris daerah provinsi sebagai ketua tim penyusun

• Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok
kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah
daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota
dengan sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai ketua tim
penyusun
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Sistematika Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2 sd Pasal 13 (Pengukuran Capaian Kinerja melalui Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan pelaksanaan TP
dari Pusat dan Provinsi, Tahapan Penyusunan sesuai format dan penyampaiannya)

BAB III : PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN)

Pasal 14 sd Pasal 20 (Ruang lingkup Pengukuran Capaian Kinerja melalui Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan
pelaksanaan TP dari Pusat dan Provinsi, Penyusunan sesuai format dan Penyampaiannya)

BAB IV : PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V : TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VI : JENIS PENGHARGAAN

BAB VII : SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)

BAB VIII : PENDANAAN

BAB IX : KETENTUAN LAIN-LAIN

Permendagri No. 18 Tahun 2020

 Pasal 19 ayat (4): Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah

kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi

Daerah.

 Pasal 19 ayat (5): Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah

kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal

Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
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BAB III 
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14 sd Pasal 20 

L

K

P

J

1

2

3

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN 

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

L

K

P

J

MUATAN

BAB III

Permendagri 18/2020

1

Hasil penyelenggaraan

urusan pemerintahan

Hasil pelaksanaan TP 

dan penugasan

Permasalahan dan upaya penyelesaian setiap TP atau penugasan

Laporan hasil pelaksanaan penugasan

Ruang Lingkup

1. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;

2. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan

1. capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya

penyelesaian setiap urusan pemerintahan; 

1. TP yang diterima dari Pemerintah Pusat; dan 

2. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan 

pelaksanaannya; 

3. Tinjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. 

2. TP yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 



16

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN 

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

L

K

P

J

KELOMPOK KERJA LKPJ minimal terdiri dari Itjen, Bappeda, Biro yang menangani

Pemerintahan dan kelembagaan dan tata laksana dan perangkat daerah lainnya

PENYUSUNAN

Disusun sesuai Format yang telah ditetapkan

Sumber Data = Perangkat Daerah atau Statistik

Data LPPD = Data LKPj

BAB III

Permendagri 18/2020

PENYAMPAIAN

Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan

sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Kepala Daerah.

Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan

oleh Wakil Kepala Daerah selaku pelaksana tugas Kepala Daerah.

Oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir

2

3

PERAN DPRD DALAM LKPJ KEPALA DAERAH

D

P

R

D

BAB III

Permendagri 18/2020

menerbitkan Rekomendasi sebagai bahan:

a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; 

b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan

c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah

Pembahasan terkait:

a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan

b. pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemda.

harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima

Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ provinsi disampaikan oleh DPRD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri

melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kab/kota disampaikan oleh DPRD kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada

Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 

Hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh kepala daerah.
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MEMORI SERAH 

TERIMA JABATAN

Permendagri 18/2020

1) Dalam hal Kepala Daerah atau Pejabat Pengganti berakhir masa jabatannya sebelum tahun

anggaran berakhir, Kepala Daerah atau Pejabat Pengganti yang bersangkutan

menyampaikan Memori Serah Terima Jabatan kepada Kepala Daerah yang baru atau

Pejabat Pengganti.

2) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan

penyusunan LKPJ oleh Kepala Daerah yang baru atau Pejabat Pengganti.

3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani dan diserahkan oleh Kepala

Daerah yang baru atau Pejabat Pengganti.

1) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ, RLPPD dan EPPD provinsi

bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

2) Pendanaan penyusunan dan penyampaian LPPD, LKPJ dan RLPPD kabupaten/kota

bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

PENDANAAN

Permasalahan terkait Penyusunan LKPJ
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Perlunya peningkatan peran
Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat dalam
melakukan pembinaan dan
Pengawasan terhadap
penyampaian LKPJ Kab/Kota
yang tepat waktu.

Ketersediaan data/informasi

yang tidak tepat waktu baik

dari Perangkat Daerah

dalam maupun dukungan

data dari instasi vertikal yang

berwenang mengeluarkan

data resmi pemerintah.

Tidak ada format baku

laporan dari Perangkat

Daerah yang akan

digunakan sebagai dasar

dalam penyusunan LKPJ.)

Realisasi pencapaian target

Program dan kegiatan

Perangkat Daerah tidak

sesuai Perencanaan dan

pentingnya menyampaikan

permasalah dan solusinya

Kesesuaian capaian kinerja
berdasarkan RKPD yang
merupakan penjabaran
tahunan RPJM Daerah dengan
berpedoman pada RPJP
Daerah.

Penyajian LKPJ harusnya
menggambarkan secara komprehensif,
jujur, apa adanya, mengenai
penyelenggaraan pemerintahan daerah
sehingga mempermudah DPRD
memberikan rekomendasi yang berisikan
saran, masukan dan/atau koreksi
terhadap penyelenggaraan urusan
desentralisasi, tugas pembantuan, dan
tugas umum pemerintahan.

Permasalahan terkait Penyusunan LKPJ

TERIMA KASIH



BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KAB. REMBANG
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Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD (SE Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ

BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KABUPATEN PEMALANG
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PETUNJUK PELAKSANAAN 
TUNJANGAN PERUMAHANBAGI 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 
(SE MENDAGRINOMOR 900.1.1/376/SJ)

S U RAT  E DARAN M E NT E RI  

DALAM  NE G E RI  NOM OR 

900.1.1/ 376/ S J  T E NT ANG  

P E T U NJ UK  P E LAK S ANAAN 
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BAG I  P I M P I NAN DAN 

ANG G OT A DP RD Y ANG  

BE RS U M BE R DARI  AP BD
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POINT YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENENTUAN 

TUNJANGAN PERUMAHAN
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POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 18/2017 PP 1/2023 KETERANGAN
Pasal 9 Ayat (2)
• Pimpinan DPRD 

disediakan 
tunjangan 
kesejahteraan 
berupa:
a. rumah negara dan 

perlengkapannya;
b. kendaraan dinas

jabatan; dan
c. belanja rumah 

tangga

Pasal 9 Ayat (2)
• Pimpinan DPRD 

disediakan tunjangan 
kesejahteraan
berupa:
a. rumah negara dan

perlengkapannya;
b. kendaraan 

perorangan dinas; 
dan

c. belanja rumah 
tangga

Perubahan dimaksud mengubah tunjangan kesejahteraan
Pimpinan DPRD antara lain berupa kendaraan dinas
jabatan dengan kendaraan perorangan dinas yang
merupakan tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa
Kendaraan Perorangan Dinas yang menyatakan bahwa
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa
Kendaraan Perorangan Dinas dapat dilakukan antara lain
kepada Pimpinan DPRD.
Nomenklatur yang dipakai yang diperbolehkan dijual
adalah kendaraan perorangan dinas bukan kendaraan
dinas jabatan sehingga dilakukan perubahan
Nomenklatur, sehingga Pimpinan DPRD dapat
melakukan pembelian barang milik daerah yaitu
kendaraan perorangan dinas (Mobil) yang dimiliki

POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 18/2017 PP 1/2023 KET
Pasal 13 Ayat 5

• Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau

berakhir masa bakti, rumah negara dan

perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan

wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada

Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan

sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa

bakti.

Pasal 13 Ayat 5

• Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau

berakhir masa jabatan, rumah negara dan

perlengkapannya serta kendaraan

perorangan dinas wajib dikembalikan dalam

keadaan baik kepada Pemerintah Daerah

sejak tanggal penetapan pemberhentian

masa jabatan.

Pasal 13 Ayat 6

• Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan

rumah negara dan perlengkapannya berhenti

atau berakhir masa bakti, rumah negara dan

perlengkapannya wajib dikembalikan dalam

keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling

lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau

berakhirnya masa bakti.

Pasal 13 Ayat 6

• Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan

rumah negara dan perlengkapannya

berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah

negara dan perlengkapannya wajib

dikembalikan dalam keadaan baik kepada

Pemerintah Daerah sejak tanggal

penetapan pemberhentian masa jabatan.
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POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 18/2017 PP 1/2023 KET

Pasal 14 Ayat 1

• Rumah negara dan perlengkapannya serta

kendaraan dinas jabatan yang disediakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak

dapat disewabelikan, digunausahakan,

dipindahtangankan, dan/atau diubah status

hukumnya

Pasal 14 Ayat 1

• Rumah negara dan perlengkapannya serta

kendaraan perorangan dinas yang

disediakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 tidak dapat dilakukan pemanfaatan

dan pemindahtanganan.

Pasal 14 Ayat 2

• Struktur dan bentuk bangunan rumah negara

yang disediakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 14 Ayat 2

• Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan

perorangan dinas yang sudah tidak

diperlukan bagi penyelenggaraan tugas

pemerintahan daerah dapat dilakukan

pemindahtanganan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 18/2017 PP 1/2023 KET

Pasal 15 Ayat 1

• Dalam hal Pemerintah Daerah

belum dapat menyediakan rumah

negara dan kendaraan dinas jabatan

bagi Pimpinan DPRD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13, kepada

yang bersangkutan diberikan

tunjangan perumahan dan tunjangan

transportasi

Pasal 14 Ayat 1

• Dalam hal Pemerintah Daerah

belum dapat menyediakan

rumah negara dan kendaraan

perorangan dinas bagi Pimpinan

DPRD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13, kepada yang

bersangkutan diberikan

tunjangan perumahan dan

tunjangan transportasi
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POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 18/2017 PP 1/2023 KET

Pasal 16 Ayat 1

• Rumah negara dan

perlengkapannya serta kendaraan

dinas Jabatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 serta

tunjangan perumahan dan tunjangan

transportasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 tidak dapat

diberikan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD secara bersamaan

Pasal 16 Ayat 1

• Rumah negara dan

perlengkapannya serta

kendaraan perorangan dinas

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 serta tunjangan

perumahan dan tunjangan

transportasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 tidak

dapat diberikan kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD

secara bersamaan.

POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 18/2017 PP 1/2023 KET

Pasal 17 Ayat 4

• Besaran tunjangan transportasi

yang dibayarkan harus sesuai

dengan standar satuan harga

sewa kendaraan yang berlaku

untuk standar kendaraan dinas

jabatan bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD, tidak termasuk

biaya perawatan dan biaya

operasional kendaraan dinas

jabatan

Pasal 17 Ayat 4

• Besaran tunjangan transportasi

yang dibayarkan harus sesuai

dengan standar satuan harga sewa

kendaraan yang berlaku untuk

standar kendaraan perorangan

dinas bagi Pimpinan dan Anggota

DPRD sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan,

tidak termasuk biaya perawatan

dan biaya operasional kendaraan

dinas
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POKOK-POKOK PERUBAHAN

PP 18/2017 PP 1/2023 KET

Pasal 19 Ayat 1

• Pimpinan atau Anggota DPRD

yang meninggal dunia atau

mengakhiri masa jabatannya

diberikan uang jasa pengabdian

Pasal 19 Ayat 1

• Pimpinan atau Anggota DPRD

yang meninggal dunia atau

mengakhiri masa jabatannya

diberikan uang jasa pengabdian
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HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD

1. Uang Representasi

2. Tunjangan Keluarga dan

Tunjangan Beras;

3. Uang Paket;

4. Tunjangan Jabatan;

5. Tunjangan Alat 

Kelengkapan

6. Tunjangan Komunikasi 

Intensif

7. Tunjangan Reses

UNSUR PENGHASILAN

1. Jaminan Kesehatan (BPJS) dan

Medical Check-Up

2 . J K K / J K M

3. Rumah Negara dan

Perlengkapannya/Tunjangan 

Perumahan Pimpinan DPRD

4. Belanja rumah tangga untuk

pimpinan

5. Kendaraan Perorangan DinaS 

Pimpinan DPRD/Tunjangan

Transportasi Pimpinan DPRD

6. Tunjangan Transportasi Anggota 

DPRD

7. Pakaian Dinas

8. Uang Jasa Pengabdian

UNSUR K ES EJAHTERAAN

1. PROGRAM, yang terdiri atas:
 penyelenggaraan rapat
 kunjungan kerja
 pengkajian, penelaahan, dan 

penyiapan Perda
 peningkatan kapasitas dan 

profesionalisme sumber daya 
manusia di lingkungan DPRD

 koordinasi dan konsultasi kegiatan 
pemerintahan dan kemasyarakatan

 program lain sesuai dengan fungsi, 
tugas, dan wewenang DPRD

2. Dana operasional Pimpinan DPRD
3. Pembentukan kelompok pakar atau tim

ahli alat kelengkapan DPRD
4. Penyediaan tenaga ahli fraksi
5. Belanja sekretariat fraksi

BEL ANJA PENUNJANG

KEGIATAN

• UANG REPRESENTASI
• TUNJANGAN KELUARGA
• TUNJANGAN BERAS
• UANG PAKET
• TUNJANGAN JABATAN
• TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN
• TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAIN

• TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
• TUNJANGAN RESES
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NO URAIAN
PP 109/2000

PP59/2000
Keppres 68/2001

KETERANGAN

A Gaji Pokok

1 Gaji Pokok Gubernur 3,000,000.00

2 Gaji Pokok Bup/Walikota 2,100,000.00

B Tunjangan Jabatan besarnya 180% kali Gaji Pokok

1 Tunjab Gubernur 5,400,000.00

2 Tunjab Bup/Walikota 3,780,000.00

JUMLAH A1+B1 8,400,000.00 Gaji & Tunjab Gubernur

JUMLAH A2+B2 5,880,000.00 Gaji & Tunjab Bup/Walikota

 UANG REPRESENTASI
 Ketua DPRD setara KDH
 Wakil Ketua sebesar 80% dari UR Ketua DPRD
 Anggota DPRD sebesar 75% dari UR Ketua DPRD

 TUNJANGAN KELUARGA
 Tunjangan suami/istri dan anak yang sah 

sesuai yang diberikan kepada ASN

1

2

3

4

5

 TUNJANGAN BERAS
 Tunjangan beras sesuai yang diberikan 

kepada ASN

 UANG PAKET
 Ketua DPRD = 10% dari UR Ketua DPRD
 Wkl. Ketua DPRD = 10% dari UR Wkl. Ketua 

DPRD
 Anggota DPRD = 10% dari UR Anggota DPRD

 TUNJANGAN JABATAN
 Ketua DPRD = 145% dari UR Ketua DPRD
 Wkl. Ketua DPRD = 145% dari UR Wkl. Ketua DPRD

 Anggota DPRD = 145% dari UR Anggota DPRD

 TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN
 Ketua : 7,5%
 Wakil Ketua : 5%
 Sekretaris : 4%
 Anggota : 3%

dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD

 TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN 
LAIN

 Besarannya = Tunjangan Alat
Kelengkapan [diberikan selama terbentuk 
dan melaksanakan tugas]

 TKI
 Klmpk Tinggi : 7 x UR Ketua DPRD
 Klmpk Sedang : 5 x UR Ketua DPRD
 Klmpk Rendah : 3 x UR Ketua DPRD

6

7

8 TUNJANGAN RESES
 Klmpk Tinggi : 7 x UR Ketua DPRD

9  Klmpk Sedang : 5 x UR Ketua DPRD
 Klmpk Rendah : 3 x UR Ketua DPRD
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 Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk
peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

 Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD

 Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah

 Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran
pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai ASN

 Dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

 tinggi

 sedang

 rendah

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TERDIRI ATAS 3 (TIGA) KELOMPOK, YAITU:

 TINGGI

 SEDANG

 RENDAH

PENDAPATAN UMUM 
DAERAH

DIKURANGI

BELANJA PEGAWAI 
APARATUR SIPIL 

NEGARA

 DIHITUNG OLEH TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH [TAPD]
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 Pendapatan umum daerah 
terdiri atas Pendapatan Asli 
Daerah, Dana Bagi Hasil, dan 
Dana Alokasi Umum

Dana Bagi Hasil dimaksud 
merupakan Dana Bagi Hasil yang 
bersumber dari Transfer 
Pemerintah Pusat (Dana 
Perimbangan), sehingga tidak
termasuk pendapatan daerah 
pada Kelompok Pendapatan Lain-
Lain Pendapatan Daerah Yang 
Sah, seperti dana bagi hasil pajak 
dari provinsi kepada 
kabupaten/kota, serta dana 
penyesuaian dan otonomi khusus

 Belanja pegawai terdiri atas belanja gaji dan 
tunjangan serta tambahan penghasilan 
pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Belanja gaji dan tunjangan ASN seperti :
 Gaji Pokok ASN,
 Tunjangan Keluarga,
 Tunjangan Jabatan,
 Tunjangan Fungsional,
 Tunjangan Fungsional Umum,
 Tunjangan Beras,
 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,
 Pembulatan Gaji,
 luran BPJS Kesehatan,
 luran Jaminan Kecelakaan Kerja/ Kematian,
 Tunjangan Profesi Guru,
 Tambahan Penghasilan Guru, dan
 Tunjangan Khusus Guru
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KKD

 Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data 
realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan

KKD PROVINSI

KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

TINGGI KKD > 4,5 Triliun

SEDANG 1,4 Triliun < KKD < 4,5 Triliun

RENDAH KKD < 1,4 Triliun

KKD KABUPATEN/KOTA

KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

TINGGI KKD > 550 Milyar

SEDANG 300 Milyar <KKD < 550 Milyar

RENDAH KKD < 300 Milyar
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 JAMINAN KESEHATAN
 JAMINAN KECELAKAAN KERJA
 JAMINAN KEMATIAN
 PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

BAGI PIMPINAN DPRD BAGI ANGGOTAN DPRD

• RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA
• KENDARAAN PERORANGAN DINAS
• BELANJA RUMAH TANGGA.

• RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA
• TUNJANGAN TRANSPORTASI
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JAMINAN KESEHATAN

 Iuran kepada BPJS Kesehatan [termasuk suami/istri dan
anak]

 Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan
kesehatan di luar cakupan pelayanan yang diberikan oleh
BPJS Kesehatan

[Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan
dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri
dan anak]

Medical Check Up yang dilakukan di dalam negeri dimaksud dilakukan pada fasilitas kesehatan atau
rumah sakit, baik yang dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang berada di
dalam negeri dan diutamakan dalam daerah bersangkutan yang diberikan dalam bentuk jasa layanan,
dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran

PAKAIAN DINAS DAN 
ATRIBUT

 PSH : 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun
 PSR : 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
 PSL : 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun
 PDH lengan panjang : 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) 

tahun
 Pakaian yang bercirikan khas daerah : 1 (satu)

pasang dalam 1 (satu) tahun

mempertimbangkan prinsip :
 efisiensi
 efektifitas
 kepatutan
Standar harga ditetapkan dengan Perkada
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RUMAH NEGARA DAN 
PERLENGKAPANNYA 
[BAGI PIMPINAN DPRD]

 Standar sesuai dengan per-UU-an
 Pemakaian sesuai dengan per-UU-an
 Pemeliharaan dan perlengkapannya dibebankan pada APBD
 Jika berhenti/berakhir masa bakti, wajib dikembalikan

dalam keadaan baik sejak tanggal penetapan
pemberhentian masa jabatan.

 Tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan 
pemindahtanganan

 Rumah adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal 
atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan

 Bangunan yang dimiliki Pemda merupakan barang milik daerah yang pengadaannya atas beban 
APBD atau perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan per-UU-an

 Pemda yang belum menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD, 
supaya diprioritaskan penganggarannya dalam APBD

 Penentuan besaran tunjangan perumahan sesuai dengan standar satuan harga 
sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara tidak termasuk
perlengkapannya seperti meubelair, listrik, air, gas, telepon, dan sejenisnya 
Memperhatikan :

• Prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran

• Standar luas bangunan dan lahan rumah negara yang ditetapkan dengan Perkada
sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an

 Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan apabila Pemda belum dapat
menyediakan rumah negara dan perlengkapannya

 PPh Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang 
bersangkutan [tidak dibebankan pada APBD]
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 Besaran tunjangan perumahan tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan
standar fisik/konstruksi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah
yang layak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

 Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang,
yaitu :
• Tunjangan perumahan Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD
• Tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Ketua DPRD
• Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari tunjangan Pimpinan dan

Anggota DPRD Provinsi

STANDAR RUMAH JABATAN BAGI PIMPINAN DPRD
DAN STANDAR RUMAH DINAS BAGI ANGGOTA DPRD

NO. RUMAH JABATAN/DINAS UNTUK :
UKURAN MAKSIMAL

Luas Bangunan Luas Tanah

1. KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA 300 m2 750 m2

2. WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA 250 m2 500 m2

3. PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD 150 m2 350 m2

Permendagri 11/2007 ttg Perubahan Permendagri No. 7/2006 ttg Standarisasi Barang Daerah

 KENDARAAN PERORANGAN DINAS [BAGI PIMPINAN DPRD]
 Standar sesuai dengan per-UU-an
 Pemakaian sesuai dengan per-UU-an
 Pemeliharaan dibebankan pada APBD
 Jika berhenti/berakhir masa bakti, wajib dikembalikan sejak tanggal penetapan pemberhentian masa

jabatan.
 Tidak dapat dipindahtangankan, Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk

kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan
daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD
 Dalam rangka efektifitas penggunaan barang milik daerah serta untuk

menjaga kehormatan dan menempatkan Pimpinan DPRD sesuai
kedudukannya sebagai Pimpinan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, maka
kendaraan dinas jabatan yang telah disediakan tetap digunakan dalam
rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang
Pimpinan DPRD
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 Tunjangan transportasi hanya dibayarkan kepada Pimpinan DPRD apabila Pemda belum dapat menyediakan kendaraan 
perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD

 PPh Pasal 21 dibebankan kepada yang bersangkutan [tidak dibebankan pada APBD]

 Penentuan besaran tunjangan transportasi :
 Sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dimaksud untuk 1 (satu) bulan 

[tidak menggunakan harga sewa kendaraan harian]
 Tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan dengan tetap memperhatikan prinsip

efisiensi, efektifltas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an
 Tidak lebih besar dari harga sewa kendaraan yang berlaku umum untuk jenis kendaraan berdasarkan standar yang 

ditetapkan
 Ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip
kepatutan dan berjenjang, yaitu :
 Tunjangan transportasi Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Wakil Ketua 

DPRD,
 Tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Ketua DPRD
 Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari

tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi

NO. KENDARAAN DINAS UNTUK : Jumlah Jenis Kendaraan
Maksimal Isi 

Silinder

1. KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 [satu] Sedan/Minibus 2.500 cc

2. WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 [satu] Sedan/Minibus 2.200 cc

3.
PEJABAT ESELON II
[UTK ANGGOTA DPRD (????) TIDAK DIATUR]

1 [satu] Sedan/Minibus
 Bensin 2.000 cc
 Solar 2.500 cc

Permendagri 11/2007 ttg Perubahan Permendagri No. 7/2006 ttg Standarisasi Barang Daerah

 Penghitungan besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD didasarkan atas standar kendaraan
perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sesuai peraturan pe-UU-an yang mengatur standarisasi sarana
dan prasarana kerja pemerintahan daerah

 Standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD tidak lebih tinggi dari standar kendaraan dinas
jabatan Wakil Ketua DPRD

STANDAR KENDARAN DINAS BAGI PIMPINAN DPRD
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BELANJA RUMAH TANGGA 
[BAGI PIMPINAN DPRD]

 Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang
Pimpinan DPRD

 Memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

 Kebutuhan minimal rumah tangga dianggarkan dalam program dan 
kegiatan sekretariat DPRD

 Standar kebutuhan minimal rumah tangga diatur dalam Perkada

 Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara
dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

 Belanja Rumah Tangga :

 Disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD yang
digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD, seperti kebutuhan makan
minum sehari-hari

 Penganggarannya dalam bentuk kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, sehingga penyediaannya tidak
diberikan dalam bentuk uang kepada Pimpinan DPRD

 Penyediaan kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD tersebut memperhatikan prinsip efisiensi,
efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kebutuhan nyata

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa
pengabdian

MASA BAKTI UANG JASA PENGABDIAN

KURANG DARI ATAU 
S/D 1 TH

1 [SATU] BULAN UANG REPRESENTASI

S/D 2 TH 2 [DUA] BULAN UANG REPRESENTASI

S/D 3 TH 3 [TIGA] BULAN UANG REPRESENTASI

S/D 4 TH 4 [EMPAT] BULAN UANG REPRESENTASI

S/D 5 TH 5 [LIMA] BULAN ATAU PALING BANYAK 6 [ENAM] BULAN UANG REPRESENTASI

 Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli waris

 Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan

 Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian
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Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan
wewenang DPRD, berupa :
 PROGRAM, yang terdiri atas:

 penyelenggaraan rapat
 kunjungan kerja
 pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda
 peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD
 koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan
 program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD

 Dana operasional Pimpinan DPRD
 Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
 Penyediaan tenaga ahli fraksi
 Belanja sekretariat fraksi
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 Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD
untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari

 Yang dimaksud dengan :

• “representasi” antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, 
melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD

• “pelayanan” antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas
ketua DPRD dan wakil ketua DPRD

• “kebutuhan lain” antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah,
pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah
pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada
masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental

BERDASARKAN KRITERIA KEMAMPUAN KEAUNGAN DAERAH

TINGGI SEDANG RENDAH

KETUA DPRD
6 X Uang Repr.

Ketua DPRD 
[paling banyak]

4 X Uang Repr. Ketua
DPRD

[paling banyak]

2 X Uang Repr. Ketua
DPRD

[paling banyak]

WAKIL KETUA DPRD
4 X Uang Repr.

Wakil Ketua
[paling banyak]

2,5 X Uang Repr. Wakil
Ketua

[paling banyak]

1,5 X Uang Repr.
Wakil Ketua

[paling banyak]

lanjutan...
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 Pemberian dana operasional dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

• 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum
• 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

 Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan sesuai ketentuan pemberian tidak
digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening
kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan

 Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau
golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan
akuntabilitas

BUKTI YANG 
SAH

SEKWAN

PIMPINAN DPRD

SP2D-LS

DPA-SKPD 2.1
(DOP-DPRD)

SPP-LS
[1/12]

BENDAHARA 
PENGELUARAN

BUD

1

2

SPM – LS 
[1/12] DAFTAR PENERIMA 

DO
 PAKTA INTEGRITAS

KUASA BUD
3

Rp

80%
DIKELOLA

20%

LAPORAN 
PENGGUNAAN DO

PAKTA 
INTEGRITAS

4

5

6
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 Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu
pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat
kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi,
dan pimpinan alat kelengkapan DPRD

PEMBENTUKAN KELOMPOK PAKAR 
ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN

 Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang
untuk setiap alat kelengkapan DPRD

 Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan
dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dan jumlah yang
ditentukan

 Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu
DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan

PEMBENTUKAN KELOMPOK PAKAR 
ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN

 Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD diatur dalam Perkada dengan memperhatikan standar keahlian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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TENAGA AHLI ALAT FRAKSI

 Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk
setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang
mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan
standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah

 Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD

 Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam
Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

 Pengadaan tenaga ahli fraksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

 Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan 
kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

 Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran, yaitu :
• Penyediaan sarana meliputi 

kelengkapan kantorsesuai
ruang kerja pada 
dengan ketentuan

sekretariat DPRD dan 
peraturan perundang-

undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas
• Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis

kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan
kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi,
efektifitas, dan kepatutan

BELANJA SEKRETARIAT FRAKSI
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PERKADA TTG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN 
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DPRD, MENGATUR :

PERDA TTG HAK KEUANGAN 
DAN ADMINITRATIF 

PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DPRD

[Pasal 28]

PERATURAN PEMERINTAH 
NO. 18/2017

STANDAR SATUAN 
HARGA PAKAIAN DINAS 
DAN ATRIBUT [Pasal 12

ayat (3)]

BESARAN TUNJANGAN 
PERUMAHAN DAN 

TRANSPORTASI
[Pasal 17 ayat (6)]

STANDAR
KEBUTUHAN MINIMAL 

RUMAH TANGGA PIMPINAN 
DPRD

[Pasal 18 ayat (4)]

BESARAN KOMPENSASI 
KELOMPOK PAKAR/

TIM AHLI
[Pasal 23 ayat (5)]

BESARAN KOMPENSASI 
TENAGA AHLI FRAKSI

[Pasal 24 ayat (3)]

PERMENDAGRI TTG 
PENGELOMPOKAN 

KEMAMPUAN KEUANGAN 
DAERAH

[Pasal 8 ayat (5)]

PERMENDAGRI TTG
PENGEMBALIAN RUMAH

NEGARA DAN
PERLENGKAPANNYA SERTA

KENDARAAN DINAS
[Pasal 13 ayat (7)]

PERMENDAGRI 
NO. 62/2017 TTG KKD

SE MENDAGRI
No. 188.31/7810/SJ

HAL IMPLEMENTASI
PP 18/2017 DAN PERMENDAGRI

62/2017

TERIMA KASIH
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263

Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 29 April 2026
Nomor : 893/PT03/1163.386/2026 Kepada :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan

Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Pemalang

Rektor Universitas 17 Agustus
di
  TEMPAT

   Menunjuk surat Saudara Nomor 2.170/C.01.01/IV/2026, tanggal 18 April 2026,
hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota
DPRD  Kabupaten  Pemalang,  dengan  hormat  disampaikan  bahwa  kami  telah
memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan
telah  memenuhi  syarat,  selanjutnya  dengan  ini  memberikan  rekomendasi
pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis  DPRD Kabupaten Pemalang yang akan
dilaksanakan pada tanggal 28 April 2026 sampai dengan 01 Mei 2026 bertempat di
Novotel Hotel - Semarang.
   Sehubungan dengan itu,  diminta perhatian Saudara untuk hal-hal  sebagai
berikut:
1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6

Tahun  2024  tentang  Orientasi  dan  Pendalaman  Tugas  Anggota  Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
Kabupaten/Kota;

2. Proses  penyelenggaraan Bimbingan Teknis  (Bimtek)  agar  dilakukan dengan
metode  pembelajaran  yang  tepat,  dengan  pemilihan  narasumber/tenaga
pengajar  agar  mempertimbangkan  kompetensi  dan  pengalaman  yang
bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan
kompetensi anggota DPRD;

3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah
ditetapkan meliputi:
a. Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. ESQ : Emotional Spiritual Quotient;
c. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Implikasi Yuridis LKPJ

Kepala Daerah;
d. Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota

DPRD (SE Mendagri Nomor 900.1.1/376/SJ);
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan  yang  berlaku  dan  administrasi  pertanggungjawaban
keuangan  menjadi  tanggung  jawab  pihak  Universitas  17  Agustus;

5. Penyelenggara  harus  melaporkan  pelaksanaan  Bimbingan  Teknis  (Bimtek)
secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan
seluruh  proses  pembelajaran  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  yang
berlaku,  antara lain  partisipasi  peserta,  metode pembelajaran,  dan kualitas
pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7
(tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;



6. Apabila  belum  menyampaikan  Laporan  penyelenggaraan  Bimbingan  Teknis
(Bimtek) maka pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa
diproses lebih lanjut;

7. BPSDMD  Provinsi  Jawa  Tengah  akan  menugaskan  1  (satu)  orang  Pegawai
BPSDMD  Provinsi  Jawa  Tengah  guna  melaksanakan  tugas  monitoring  dan
evaluasi  terhadap  efektivitas  penyelenggaraan  Bimbingan  Teknis  (Bimtek)
dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD
Provinsi  Jawa  Tengah  sebagai  bahan  kajian  untuk  penyempurnaan  dan
penetapan  pelaksanaan  kegiatan  sejenis  berikutnya;

8. Permohonan  nomor  registrasi  disampaikan  kepada  Badan  Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);

9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa
Tengah  u.p.  Bidang  Sertifikasi  Kompetensi  dan  Penjaminan  Mutu  melalui
Telepon/Faksimile  (024)  7473066  excention  108  /  (024)  7473701

   Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan
terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Pemalang;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang;
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9427/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/1/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Drs. H. Martono, M.A  
  Jabatan : Ketua 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9428/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/2/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Slamet Ramuji  
  Jabatan : Wakil Ketua 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9429/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/3/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : H.M. Wardoyo, S.E  
  Jabatan : Wakil Ketua 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9430/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/4/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Aris Ismail, S.A.P  
  Jabatan : Wakil Ketua 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9431/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/5/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Fahmi Hakim, S.H,.M.M  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9432/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/6/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Indianto, S.H  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9433/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/7/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Anita Handayani, S.Pd  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9434/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/8/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Nur Afna Istiqomah, S.Li  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9435/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/9/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Ria Kurniawan, S.Pt  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9436/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/10/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Subur Musoleh, S.Pd.I  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9437/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/11/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : H. Abdul Muhaimin  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9438/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/12/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Heru Kundhimiarso  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9439/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/13/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Susi Herningtias  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9440/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/14/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Lulit Agusti Kurnia  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9441/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/15/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Hj. Yaningsih, S.H  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9442/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/16/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Solichin, S.Ag  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9443/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/17/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : HM. Agus Sukoco, S.IP,.M.Si  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9444/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/18/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Siswanto  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9445/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/19/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Fahmidh Dhuha, S.M,.M.M  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9446/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/20/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Drs. Bambang Setijono  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9447/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/21/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Arif Lukman Muslim, S.H,.M.Kn  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9448/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/22/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : H. Mukhtarudin  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9449/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/23/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Azka Amanazar, S.H  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9450/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/24/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Rifatur Rosidah  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9451/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/25/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Wandias Purnomo, S.H  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9452/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/26/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Khodori, S.Ag  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9453/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/27/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Daliwan, S.Pd  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9454/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/28/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Drs. Hepi Priyanto, M.M  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9455/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/29/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Ida Mulyani, A.Md  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 

 

 

3 x 4 

 



                                                                                                                                                                                                     
  

 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9456/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/30/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Rina Tiyastuti  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 

 

 

3 x 4 

 



                                                                                                                                                                                                     
  

 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9457/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/31/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Rinaldi Firdaus Kautsar, S.H  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9458/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/32/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Hj. Eli Riyanti  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9459/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/33/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Dr. H. Noor Rosyadi, S.E,.M.M  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9460/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/34/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Ajeng Triyani, A.Md  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 
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 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9461/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/35/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Imam Mutaqin Al Alimi, S.T  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 

 

 

3 x 4 

 



                                                                                                                                                                                                     
  

 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9462/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/36/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Dr. M. Mahbub Djunaidi, S.E,.M.Si  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 

 

 

3 x 4 

 



                                                                                                                                                                                                     
  

 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9463/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/37/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Apt. Muhamad Akmal, S.Farm  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 

 

 

3 x 4 

 



                                                                                                                                                                                                     
  

 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9464/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/38/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Sri Hartati  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 

 

 

3 x 4 

 



                                                                                                                                                                                                     
  

 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9465/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/39/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : H. Nuryani, S.H., M.H  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 

 

 

3 x 4 

 



                                                                                                                                                                                                     
  

 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9466/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/40/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Kasminto, S.H  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 

 

 

3 x 4 

 



                                                                                                                                                                                                     
  

 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9467/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/41/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Dwi Laksari, S.Pd  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 

 

 

3 x 4 

 



                                                                                                                                                                                                     
  

 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9468/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/42/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Linda Dwi Bhuana Putri, S.H  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 

 

 

3 x 4 

 



                                                                                                                                                                                                     
  

 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9469/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/43/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Ma'mun Riyad, S.Sos  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 

 

 

3 x 4 

 



                                                                                                                                                                                                     
  

 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9470/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/44/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Subandi Syuhada  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 

 

 

3 x 4 

 



                                                                                                                                                                                                     
  

 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9471/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/45/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Rizaldi Rais Handayani, S.Pi  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 

 

 

3 x 4 

 



                                                                                                                                                                                                     
  

 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9472/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/46/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Adi Wirarso  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 

 

 

3 x 4 

 



                                                                                                                                                                                                     
  

 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9473/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/47/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Hj. Zahindun Al Halim, S.E  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 

 

 

3 x 4 

 



                                                                                                                                                                                                     
  

 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9474/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/48/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : Mokhamad Safi'i, S.Ag  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 

 

 

3 x 4 

 



                                                                                                                                                                                                     
  

 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG 

S E R T I F I K A T 
 

Nomor Registrasi : 893.3.33/9475/BPSDM KEMENDAGRI 

Nomor : LII/49/C.06.01/IV/2026 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa:  
 

 

  Nama : dr. Irma Suryani Widyastuti  
  Jabatan : Anggota 

 Instansi : DPRD Kabupaten Pemalang  

    

TTEELLAAHH  MMEENNGGIIKKUUTTII  

Bimbingan Teknis dengan tema “Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah bagi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah” yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) 

Semarang bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2026 bertempat di 

Hotel Novotel - Semarang. 
 

Semarang, 1 Mei 2026 

Rektor, 

 
 

 

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P 

NUPTK. 5855736637130042   

 

 

PAS PHOTO 

 

 

3 x 4 
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Pembukaan Kegiatan :
“Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah 

bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”
Absensi Peserta & Penyerahan Souvenir

Pembukaan Kegiatan :
“Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah 

bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”
Absensi Peserta & Penyerahan Souvenir



Pembukaan Kegiatan :
“Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah 

bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

Pembukaan Kegiatan :
“Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah 

bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan :
“Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah 

bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”
Sambutan Wakil Ketua DPRD Kab. Pemalang

Pembukaan Kegiatan :
“Urgensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah 

bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”
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